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PermenKP No. 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna
Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel Dalam
Kemasan Kaleng Secara Waijib
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PENGAJUAN DAN
PENERBITAN SPPT SNI

SEBELUM

Sertifikat Kesesuaian dan
SPPT SNI diajukan dan
diterbitkan secara terpisah.

Sertifikat Kesesuaian
menjadi syarat pengajuan
SPPT SNI.
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SESUDAH

Pelaku usaha mengajukan
Sertfikat Kesesuaian, SPPT
SNI diterbitkan pada saat
penerbitan Sertifikat
Kesesuaian.

Sertifikat Kesesuaian
menjadi dasar penerbitan
SPPT SNI.
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TRAHAPAN
SERTIFIKASH

SEBELUM SESUDAH

Tahapan sertifikasi hanya Tahapan sertifikasi terinci
berupa penjelasan garis menjadi 7 (tujuh) tahapan
besar yang meliputi yaitu yang terdiri dari
permohonan, perjanjian permohonan, kaji ulang

sertifikasi, penilaian permohonan, perjanjian
kesesuaian, dan sertifikasi, evaluasi,
penerbitan/penolakan tinjauan hasil evaluasi,
sertifikat keputusan sertifikasi, dan
penerbitan sertifikasi
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METODE
SURVEILAN

SEBELUM

Metode surveilan pertama
hingga ketiga hanya
berupa pengambilan

contoh di gudang akhir
produksi atau gudang
distribusi, tanpa ada audit
proses produksi
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SESUDAH

Metode surveilan pertama
melalui audit proses
produksi di UP| dan
pengujian, setelahnya
surveilan kedua dan ketiga
dilakukan dengan
pengambilan contoh
produk
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KONDISI
FORGE MAJEURE

SEBELUM SESUDAH

Tidak mengatur tata cara Mengatur tata cara

pelaksanaan surveilan jika pelaksanaan surveilan

ada kondisi force majeure dalam kondisi force
majeure
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SANKSI YANG
BERLAKU

SEBELUM SESUDAH

Tidak ada sanksi jika Mengatur sanksi berupa
pelaksanaan surveilan tidak peringatan tertulis serta
bisa dilakukan pembekuan dan
pencabutan sertifikat

kesesuaian dan SPPT SN,
jika pelaksanaan surveilen
tidak dapat dilakukan
yang disebabkan oleh
pelaku usaha
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PENGANTUMAN

TANDA SNI

SEBELUM

Tanda SNI pada produk
hanya berupa tulisan SNI
tanpa ada identitas LSPro

penerbit, sehingga jika ada
masalah akan sulit
tertelusur LSPro yang
mengeluarkan legalitasnya
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SESUDAH

Tercantum tanda SNIdan
nomor akreditasi LSPro
pada kemasan produk,

sehingga produk lebih
mudah tertelusur



